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ABSTRAK
Di masa pandemi Covid-19 menimbulkan kejahatan baru yaitu pemalsuan surat Polymerase Chaim Reaction (PCR) negatif Covid-19. Tindakan ini dilakukan untuk mencari keuntungan dari berbagai pihak. Tindakan pemalsuan surat PCR negatif Covid-19 ini dapat dikenakan sanksi atau hukuman yangmana telah tertuang dalam Pasal 263 sampai dengan 268 KUHP. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis penegakan hukum terhadap oknum yang melakukan pemalsuan surat PCR negatif Covid-19 di masa pandemi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yuridis. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diambil dari studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif serta dijabarkan dengan penjelasan deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah pemalsuan surat PCR negatif Covid-19 merupakan tindakan kejahatan yang merugikan. Dimana kejahatan tersebut diperlukan adanya tindak pidana yang diatur dalam Pasal 263 KUHP dengan hukuman pidana 6 tahun penjara. Serta bagi tenaga medis yang diketahui melakukan pemalsuan surat PCR negatif Covid 19 akan dikenakan sanksi Pasal 267 KUHP dengan hukuman pidana penjara selama 4 tahun dan sanksi kode etik kedokteran berupa sanksi administratif yang diberikan berdasarkan berat pelanggaran yang dilakukan. Selanjutnya bagi orang yang diketahui menggunakan surat PCR negatif Covid-19 palsu dari dokter akan dikenakan hukuman pidana selama 4 tahun berdasarkan Pasal 268 KUHP.
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ABSTRACT

During the Covid-19 pandemic, a new crime emerged, namely forgery of negative Covid-19 Polymerase Chaim Reaction (PCR). This action is carried out to seek profit from various parties. The act of falsifying a Covid-19 negative PCR letter can be subject to sanctions or penalties which are the longest in Articles 263 to 268 of the Criminal Code. The purpose of writing this article is to analyze the accountability of individuals who falsify negative Covid-19 PCR letters during a pandemic. The method used in this research is normative juridical. The data used in this study are data taken from literature studies and analyzed qualitatively and handled with descriptive explanations. The results of this study are that falsifying a negative Covid-19 PCR is a detrimental crime. Where the crime requires a criminal offense regulated in Article 263 of the Criminal Code with a criminal penalty of 6 years in prison. As well as for medical personnel who are found to have forged a Covid-19 negative PCR, they will be subject to sanctions under Article 267 of the Criminal Code with a prison sentence of 4 years and sanctions for the medical code of ethics in the form of administrative sanctions given based on the severity of the violation committed. Furthermore, for people who are found to have used a fake Covid-19 PCR from a doctor, they will be subject to a criminal sentence of 4 years based on Article 268 of the Criminal Code.
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Pendahuluan
Wabah Covid-19 membawa perubahan pada aktivitas masyarakat di Indonesia. Setiap masyarakat harus dapat menjaga kesehatan diri masing-masing agar imun dalam tubuh tetap terjaga sehingga tidak terkena dampak Covid-19. Namun, akibat pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 telah memakan banyak korban jiwa. Adanya pandemi Covid-19 di Indonesia ini juga memicu masyarakat melakukan berbagai kejahatan dengan memanfaatkan keadaan atau kebiasaan baru di masyarakat. Hal ini diakibatkan karena Covid 19 juga berdampak pada krisis kepercayaan publik, kredibilitas pemerintah, dan ketahanan ekonomi nasional (Williem & Pasaribu, 2022). 
Pemerintah tidak tinggal diam dengan adanya wabah Covid-19 yang terus meningkat sampai tahun 2022 ini dan berbagai permasalahan yang diakibatkannya. Salah satu tindakan pemerintah yang ditujukan untuk menanggulangi pemutusan penularan Covid-19 ini adalah dengan menerapkan menjaga jarak, Pembatasan Sosial Berskala Besar, dan mencuci tangan dengan air mengalir secara teratur (Karunia, Gede, & Widiati, 2021). Selain itu pemerintah juga mewajibkan masyarakat untuk melakukan hasil pemeriksaan kesehatan sebagai bukti bahwa orang tersebut bebas dari Covid-19 sebagai syarat untuk melakukan perjalanan ke luar kota melalui bandara, pelabuhan, atau stasiun kereta api. Pemeriksaan kesehatan bebas Covid-19 ini disebut dengan Polymerase Chaim Reaction (PCR). Ketentuan ini tertuang dalam Surat Edaran Gugus Tugas No 7 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa setiap orang di dalam negeri dan pengangkutan melalui jalur darat, kereta api, laut dan udara harus memenuhi persyaratan dengan menunjukkan sertifikat uji PCR. Tindakan kewaspadaan ini diperlukan karena penularan Covid-19 yang sangat cepat.
Dalam keadaan wabah Covid-19 memicu banyak orang untuk melakukan kejahatan. Kejahatan ialah perbuatan yang melanggar hukum. Kejahatan ialah masalah sosial yang bukan hanya terjadi untuk masalah masyarakat tertentu namun menjadi masalah seluruh masyarakat di dunia (Muliadi, 2012). Kejahatan merupakan tindakan yang merugikan dan menimbulkan masalah hukum. Oleh karena itu, setiap negara memiliki aturan untuk menanggulangi masalah kejahatan. Kejahatan merupakan suatu perilaku yang menyimpang. Sementara kejahatan tersebut akan tetap ada selama setiap orang masih hidup dalam masyarakat (Situmeang, 2021). Orang yang melakukan tindak pidana selalu memiliki argumen mengapa orang tersebut melakukan kejahatan. Misalnya seseorang melakukan tindak kejahatan perampokan karena disebabkan oleh faktor ekonomi. Hal tersebut membuktikan bahwa pada hakikatnya, seseorang yang melakukan kejahatan karena adanya dorongan masyarakat di sekitarnya.
Salah satu kejahatan yang dilakukan oleh oknum ialah memalsukan surat Polymerase Chaim Reaction (PCR). Pemalsuan surat PCR ini dapat terjadi karena kemajuan teknologi yang semakin canggih sehingga surat palsu dapat diedit sangat mirip dengan surat aslinya melalui media masa. Oknum yang melakukan perbuatan kejahatan ini melakukannya untuk mendapat keuntungan ataupun untuk mengurangi beban masyarakat dalam biaya tes PCR. Argumen dari orang yang memiliki banyak alasan seperti malas untuk melakukan tes karena harus antri, harga surat PCR asli yang terlalu mahal, dan proses pembuatan surat PCR palsu yang cukup singkat dan cepat. Dalam hal ini, tindakan tersebut merupakan tindak pidana. Tindak pidana merupakan hukuman bagi pelaku yang melakukan pidana yang didasari pada peraturan-peraturan hukum dan tidak akan lepas dari pidana atau sanksi (Karunia et al., 2021).
Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Panambunan, Tooy, & Assa, 2021) bahwa dalam Pasal 263 sampai dengan 276 KUHP dan yang menanggung hukumannya bukanlah “pemalsuan” tetapi mereka yang “memanfaatkan dengan baik” dan mengetahui bahwa surat itu palsu. Ancaman pidana yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat adalah pidana penjara 4 s.d. 6 th sesuai dengan putusan hakim dengan tahapan yang berbeda. Selanjutnya adalah penelitian oleh (Pontoan, Rumimpunu, & Sarapun, 2022) bahwa ancaman yang diberikan oleh seseorang yang memalsukan surat PCR Covid-19 palsu dikenakan Pasal 267 KUHP dan Pasal 268 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara  paling lama 4 tahun. Hal itu juga didukung penelitian yang dilakukan oleh (Putri, Pasalbessy, & Hattu, 2021) bahwa tindak pidana pemalsuan surat yang selanjutnya diperjualbelikan di masa pandemi Covid-19 dan dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai Pasal 263 dan 268 (KUHP) akan dijatuhan sanksi pidana.
Tindakan masyarakat dan oknum petugas kesehatan dikarenakan persoalah ekonomi ini cukup menarik untuk dibahas, selain jenis kejahatan yang dilakukan cukup familiar yaitu pemalsuan surat, tetapi yang membedakan ialah bagaimana pelaku memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini yang memudahkan oknum tersebut untuk melakukan kejahatannya. Dengan adanya penjabaran tersebut, penelitian ini akan meneliti Pertanggungjawaban oleh Oknum Kejahatan Pemalsuan Surat Keterangan Hasil PCR.

Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis atau disebut dengan penelitian doktrinal. Penelitian normatif yuridis ialah penelitian yang menggunakan teori intern tentang hukum menggunakan data sekunder atau bahan hukum dimana hukum diidentifikasi sebagai norma, misalnya undang-undang dan peraturan (Ani Purwati, 2020). Penelitian ini merupakan penelitian normatif yuridis yang meneliti tentang penegakan hukum terhadap oknum-oknum yang memalsukan surat Polymerase Chaim Reaction (PCR) di masa pandemi Covid 19.
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan meninjau kepustakaan atau data sekunder yang terdapat dalam sumber hukum primer dan sekunder. Sumber dokumenter dianggap dokumen dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian hukum dari masalah yang diteliti.
Data yang terkumpul akan dianalisis dengan dijabarkan menggunakan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang suatu topik atau menggambarkan fakta dari sudut pandang tertentu pada saat penelitian itu dilakukan (Abdullah K, 2017). Dengan demikian, penelitian ini akan dianalisis dengan metode yuridis normatif lalu selanjutnya akan dijabarkan secara deskriptif agar diperoleh gambaran mengenai fakta dari permasalahan dalam penelitian.

Hasil dan Pembahasan
A. Pemalsuan surat Polymerase Chaim Reaction (PCR) di Masa Pandemi Covid-19
Tata cara tes PCR bagi masyarakat yang ingin keluar kota, tidak hanya untuk mengisolasi rantai penularan Covid-19 tetapi juga untuk mengetahui apakah orang tersebut sudah terinfeksi virus Covid-19 atau tidak. Namun, Cara ini digunakan oleh orang-orang yang berkuasa untuk kepentingannya sendiri dengan salah mengartikan bahaya surat PCR Covid-19. Pemalsuan surat PCR Negatif Covid-19 ini selanjutnya diperjual belikan kepada masyarakat yang membutuhkan ketika mereka tidak ingin antri saat ingin mendapatkan surat PCR negatif Covid-19 serta dikarenakan harga surat palsu yang lebih murah dibanding dengan surat yang asli. Dimana, tes PCR memerlukan biaya yang cukup besar bagi sebagian orang. Tarif PCR telah ditetapkan oleh Pemerintah yang menyebutkan bahwa standar biaya pemeriksaan RT-PCR melalui surat edaran Dirjen Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3843/2021 tentang Batasan Tarif Maksimum Pemeriksaan RT-PCR
“Batas atas harga untuk tes RT-PCR adalah Rp. 275 ribu untuk pulau Jawa dan Bali, dan Rp. 300 ribu di luar pulau jawa dan bali. Dimana, tarif tersebut berlaku dalam jangka waktu paling lambat 1x24 jam setelah melakukan uji tes PCR.” 
Tarif uji tes yang relatif tinggi dengan masa berlaku surat PCR yang singkat memicu seseorang untuk melakukan kejahatan dengan memalsukan surat PCR. Hal ini dapat terjadi karena keinginan masyarakat untuk bepergian masih sangat tinggi sehingga hasil tes uji PCR negatif palsu ini digunakan untuk menipu pihak berwenang serta hukum yang ada (Nugraha, Shafa’Bela, Haykal, Fiqry, & Cahyadi, 2022).
Pemalsuan surat ini dapat diartikan berbagai macam tindakan seperti menambah, mengurangi, atau mengubah surat dan memalsu tanda tangan sehingga isinya menjadi lain dari yang asli (Putri et al., 2021). Pemalsuan surat kesehatan di masa pandemi ini merupakan tindakan yang dapat berakibat dengan urusan hukum. Tindakan tersebut dinilai merugikan sehingga dapat digolongkan menjadi kejahatan. Kejahatan tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil PCR negatif Covid-19 termasuk ke dalam delik dengan sifat kesengajaan, sengaja artinya menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan (Nugraha et al., 2022). Seseorang yang melakukan kejahatan akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penegakan hukum dengan tujuan meminimalisir tindak pidana pemalsuan surat keterangan kesehatan pada masa pandemi Covid 19 diatur dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP, yang menyebutkan bahwa:
“(1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau suatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya itu dapat mendatangkan suatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun. (2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian”
Selanjutnya di dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa:
“(1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, bila dilakukan terhadap : 1. Akta-akta otentik; 2. Surat hutang atau sertifikat utang dari suatu negara atau bagian ataupun dari suatu lembaga umum; 3. Surat sero atau utang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai; 4. Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam huruf (b) dan huruf (c), atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu; 5. Surat kredit atau surat dagang yang disediakan untuk diedarkan. (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat (1), yang isi tidak asli atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsukan, bila pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.”
Sedangkan apabila surat PCR negatif palsu tersebut diberikan oleh dokter maka dokter serta orang yang menggunakan surat palsu tersebut dapat dikenai Pasal 267 ayat (1) dan ayat (3), yaitu:
“(1) Seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (3) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat keterangan palsu itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.”
Selanjutnya, Pasal 268 (KUHP) ditegaskan bahwa:
“(1) Barang siapa membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan maksud yang sama memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsu.”
Kebijakan pemerintah sangat mendukung peradilan pidana dalam masa adaptasi baru ini, misalnya Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-049/A/SUJA/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Peningkatan Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Wewenang Kejaksaan Agung. Di masa pandemi Covid-19, aparat penegak hukum harus mengambil keputusan dan tindakan selama berada di lapangan. Tindakan ini diperlukan untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan informasi yang muncul di lapangan, khususnya dengan tindak pidana pemalsuan surat negatif PCR Covid-19 di kalangan tenaga medis dan masyarakat umum.
B. Sanksi Hukum Pidana Terhadap Oknum yang Memalsukan Surat Polymerase Chaim Reaction (PCR) di Masa Pandemi Covid 19
Sanksi merupakan bagian penting dalam kerangka penegakan hukum. Sanksi juga merupakan suatu hukuman pada seseorang berupa kurungan penjara dari penegak hukum untuk memberikan pelaku jera serta tidak mengulangi tindakannya lagi (Karunia et al., 2021). Sanksi merupakan tindakan yang dapat mendidik seseorang pelaku kejahatan yang dinilai mengganggu kepentingan umum. Sanksi bagi oknum yang melakukan pemalsuan surat PCR ini dapat dikenakan pada petugas medis.
Petugas medis yang melakukan pemalsuan surat PCR ini melanggar kode etik tetapi sanksi yang diterima petugas medis akibat pelanggaran kode etik ini tergantung pada seberapa berat kejahatan yang telah dilakukan. Namun, apabila terjadi pelanggaran maka sanksi yang diberikan oleh petugas medis harus mendidik agar pelanggaran tersebut tidak terulang kembali. Sanksi dilakukan dengan teguran dan surat peringatan, penundaan kenaikan pangkat, penurunan gaji, atau bahkan pencabutan praktik dokter sesuai dengan peraturan yang berlaku serta diproses ke pengadilan. 
Delik surat yang dimuat dalam Pasal 268 ayat (1) adalah buatan, karena tampak adanya pemalsuan itu dalam lingkup undang-undang, ada penipuan mental, karena isi surat itu tampak palsu (Simatupang, 2021). Kejahatan akibat pemalsuan ialah kejahatan yang mengandung didalamnya unsur ketidakbenaran atau palsu pada suatu objek, yang tidak sama dengan sebenarnya (Rifai, 2022). Pemalsuan surat PCR negatif Covid-19 ini diatur dalam Pasal 263 KUHP dengan hukuman tindak pidana penjara selama 6 tahun. Sementara untuk petugas medis dikenakan sanksi pidana dan sanksi kode etik kedokteran berupa sanksi administratif. Namun kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemrintah dalam meningkatkan pemutusan rantai penularan Covid-19 serta peningkatan ekonomi melalui fasilitas transportasi dan regulasi yang baik untuk menghilangkan angka kriminalitas pemalsuan surat PCR negatif Covid-19. Hal ini dilakukan untuk melindungi masyarakan yang hendak bepergian menggunakan transportasi umum yang akan bepergian agar memberikan rasa aman kepada masyarakat dari penularan Covid-19.
a. Sanksi pidana petugas medis tercantum dalam Pasal 267 ayat (1) KUHP, ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Saat ini, undang-undang tentang praktik kesehatan mengatur tentang sanksi mendidik. Penipuan surat negatif PCR Covid-19 yang diperuntukkan bagi orang yang hendak bepergian di tengah wabah Covid 19, dapat dijerat dengan sanksi pidana Pasal 268 KUHP, dimana siapa pun yang menggunakan surat itu untuk perjalanan dapat ditangkap dan dihukum pidana.

Kesimpulan
Pemalsuan surat PCR negatif Covid-19 merupakan tindakan kejahatan yang merugikan. Dimana kejahatan tersebut diperlukan adanya tindak pidana yang diatur dalam Pasal 263 KUHP dengan hukuman pidana 6 tahun penjara. Serta bagi tenaga medis yang diketahui melakukan pemalsuan surat PCR negatif Covid 19 akan dikenakan sanksi Pasal 267 KUHP dengan hukuman pidana penjara selama 4 tahun dan sanksi kode etik kedokteran berupa sanksi administratif yang diberikan berdasarkan berat pelanggaran yang dilakukan. Selanjutnya bagi orang yang diketahui menggunakan surat PCR negatif Covid-19 palsu dari dokter akan dikenakan hukuman pidana selama 4 tahun berdasarkan Pasal 268 KUHP.
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